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WALIKOTA KOTAMOBAGU,
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin
luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor merupakan Kewenangan Kota Kotamobagu
sekaligus menjadi sumber Pendapatan Daerah dalam rangka
menunjang Pendapatan Asli Daerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan
Peratu%ran Daerah.

Undanb-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2104); ‘ '

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3037);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor§ 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3480);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian
Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan
kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat
II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun, 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor .3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548); -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4680);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan
sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II
Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3590);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah, jo Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negei Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAKOTAMOBAGU
dan

WALIKOTA KOTA MOBAGU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI ATAS
PEMBERIAN PELAYANAN JASA PEHUBUNGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Daerah adalah Kota Kotamobagu;

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota
Kotamobagu;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi
dan Komunikasi Kota Kotamobagu;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan,
Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu;

Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian
Kendaraan Bermotor Dinas

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta
bentuk usaha lainnya; :

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut sistem komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat parkir untuk
kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha,
fasilitas lainnya dilingkungan Terminal di Wilayah Kota Kotamobagu
yang memiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak
termasuk pelayanan peron;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan retribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi;

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi waijib retribusi untuk memanfaatkan tempat parkir
di tepi jalan umum;

Surat Pendaftaran Objek Pajak Retribusi Daerah, yang selanjutnya
dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk melaporkan oleh Objek Retribusi atau Wajib Retribusi
sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut perundang-undangan retribusi daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
dapat disingkat (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang atau tidak
seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau
sangsi administrasi berupa bunga;



18.  Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan kebertan
terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

19.  Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi
daerah;

20. Penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dibidang retribusi daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Terminal atas pemberian jasa dibidang perhubungan

dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan usaha atau koperasi yang

menyediakan pelayanan jasa perhubungan oleh Permerintah Daerah Kota
Kotamobagu.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pemberian fasilitas pelayanan jasa dibidang
perhubungan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat
fasilitas pelayanan jasa dibidang perhubungan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut

perauran perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi atas pemberian pelayanan jasa dibidang perhubungan digolongkan
sebagai retribusi jasa umum.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha penyelenggaraan
jasa perhubungan.



